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 Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2021 (PP No. 5/2021) tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko di 

Indonesia, dengan fokus pada dampaknya terhadap Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM). Peraturan tersebut, yang 

memperkenalkan sistem klasifikasi berbasis risiko untuk kegiatan 

usaha, bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan usaha, 

mengurangi hambatan birokrasi, dan menciptakan lingkungan yang 

lebih kondusif bagi UMKM. Melalui analisis hukum normatif, 

penelitian ini mengevaluasi kerangka hukum, implikasi praktis bagi 

UMKM, serta tantangan potensial dalam implementasi peraturan 

tersebut. Temuan menunjukkan bahwa meskipun peraturan tersebut 

menawarkan manfaat signifikan dalam hal efisiensi regulasi dan 

kepastian hukum, tantangan tetap ada dalam hal desentralisasi, 

akurasi klasifikasi risiko, dan aksesibilitas digital. Studi ini diakhiri 

dengan rekomendasi untuk meningkatkan koordinasi antara 

pemerintah pusat dan daerah, memperkuat infrastruktur digital, serta 

memastikan penegakan hukum yang konsisten di seluruh wilayah. 

ABSTRACT 

This study examines the implementation of Government Regulation No. 5 of 

2021 (PP No. 5/2021) on Risk-Based Business Licensing in Indonesia, 

focusing on its impact on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). 

The regulation introduces a risk-based classification system for business 

activities, aiming to simplify the licensing process, reduce bureaucratic 

barriers, and create a more conducive environment for MSMEs. Using a 

normative legal analysis approach, this study evaluates the legal framework, 

its practical implications for MSMEs, and the potential challenges in its 

implementation. The findings indicate that while the regulation offers 

significant benefits in terms of regulatory efficiency and legal certainty, 

challenges remain, particularly in decentralization, the accuracy of risk 

classification, and digital accessibility. The study concludes with 

recommendations to enhance coordination between central and local 

governments, strengthen digital infrastructure, and ensure consistent law 

enforcement across regions. 
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1. PENDAHULUAN 

Di era reformasi ekonomi, peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semakin 

signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. UMKM merupakan tulang 

punggung perekonomian negara, berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, pengentasan 

kemiskinan, dan pengembangan pasar domestik secara keseluruhan (Aftitah & Hasanah, 2025). 

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, UMKM 

mewakili lebih dari 99% dari total jumlah usaha di Indonesia dan menyediakan lapangan kerja bagi 

lebih dari 97% tenaga kerja. Meskipun memiliki peran krusial, UMKM sering menghadapi tantangan 

signifikan, terutama dalam menavigasi kerangka regulasi dan perizinan yang kompleks. Hambatan-

hambatan ini menghambat kemampuan mereka untuk tumbuh, berinovasi, dan berkontribusi 

sepenuhnya terhadap perekonomian (Librianty & Yashinta, 2025). 

Tantangan yang dihadapi UMKM tidak terbatas pada kerumitan regulasi saja. Mereka juga 

berjuang dengan keterbatasan akses terhadap modal dan teknologi, yang membatasi pertumbuhan 

dan inovasi mereka. UMKM berkontribusi lebih dari 61% terhadap PDB Indonesia dan menyerap 

lebih dari 97% tenaga kerja, menjadikannya sangat penting bagi stabilitas ekonomi negara. Namun, 

potensi penuh mereka belum termanfaatkan sepenuhnya akibat hambatan-hambatan ini, yang 

berdampak pada produktivitas dan daya saing mereka (Tahuk, 2025). Inovasi dan digitalisasi 

merupakan solusi kunci untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, karena dapat meningkatkan 

produktivitas UMKM, efisiensi produksi, dan jangkauan pasar (Astuti & Rosita, 2024; Nadzril & 

Rully, 2024). 

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

No. 5 Tahun 2021 (PP No. 5/2021) tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko. Peraturan ini bertujuan 

untuk menyederhanakan perizinan usaha dengan mengkategorikan risiko usaha dan mengurangi 

beban regulasi pada UMKM. Dengan merampingkan proses perizinan, pemerintah berharap dapat 

menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi UMKM, mendorong inovasi, dan membantu 

mereka terintegrasi ke dalam rantai pasokan internasional (Sandi Setiadi et al., 2025). Melalui 

reformasi ini, UMKM diharapkan mengalami lebih sedikit hambatan dalam pertumbuhan dan 

inovasi, yang pada akhirnya berkontribusi lebih efektif bagi perekonomian Indonesia. 

Berlakunya PP No. 5/2021 menandai langkah penting dalam menyelaraskan peraturan 

bisnis Indonesia dengan prinsip-prinsip ekonomi modern yang mengutamakan kemudahan 

berbisnis, kepastian hukum, dan efisiensi ekonomi. Namun, implikasi praktis dari penerapan 

peraturan ini terhadap UMKM, terutama dalam hal kepatuhan hukum, akses terhadap izin, dan 

keselarasan dengan kebijakan ekonomi dan sosial Indonesia yang lebih luas, perlu ditelaah secara 

cermat. 

Makalah ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum normatif terhadap PP No. 5/2021, 

dengan fokus pada implementasi dan dampaknya terhadap UMKM di Indonesia. Penelitian ini 

berupaya menilai seberapa baik peraturan tersebut menangani tantangan hukum dan operasional 

spesifik yang dihadapi UMKM, apakah peraturan tersebut secara efektif menyederhanakan proses 

perizinan usaha, dan apakah peraturan tersebut secara memadai menyeimbangkan kepentingan 

keamanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan otonomi usaha. Selain itu, makalah ini akan 

mengeksplorasi potensi masalah hukum atau hambatan yang mungkin muncul dalam proses 

penerapan peraturan ini dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kerangka hukumnya 

guna lebih melayani kepentingan UMKM dan lanskap ekonomi yang lebih luas. 
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Melalui studi ini, makalah ini bermaksud berkontribusi pada diskursus yang sedang 

berlangsung mengenai reformasi hukum dalam lingkungan bisnis Indonesia, khususnya terkait 

perlindungan dan fasilitasi UMKM, yang sangat penting bagi pemulihan dan pertumbuhan 

ekonomi negara. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Pentingnya UMKM di Indonesia 

UMKM di Indonesia merupakan kontributor utama bagi perekonomian nasional, 

mewakili lebih dari 99% dari seluruh usaha dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja, 

menurut Bank Dunia. Meskipun memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB 

nasional (Maymanah, 2022; Sugiri, 2020), UMKM menghadapi berbagai tantangan, 

termasuk kesulitan dalam mengakses pembiayaan, menavigasi kerangka regulasi yang 

kompleks, dan menghadapi hambatan birokrasi (Pudyastuti & Saputra, 2021). Tantangan-

tantangan ini semakin diperparah oleh keterbatasan pengetahuan hukum dan bisnis yang 

dimiliki oleh pemilik UMKM, terutama di daerah pedesaan dan kurang berkembang 

(Annisa, 2022; Catur Rahayu Martiningtiyas et al., 2023). Penelitian oleh (Inayah, 2019; 

Kumaratih & Ispriyarso, 2020; Rahmatang et al., 2019) menunjukkan bahwa lingkungan 

regulasi, khususnya perizinan usaha, merupakan hambatan utama bagi pertumbuhan 

UMKM. Kompleksitas dalam memperoleh izin dan lisensi yang diperlukan menghambat 

pendirian usaha baru dan membatasi ekspansi usaha yang sudah ada, dengan banyak 

UMKM yang kesulitan menavigasi sistem birokrasi Indonesia, yang mengakibatkan 

penundaan dan biaya tambahan. 

2.2. Peraturan Perizinan Usaha di Indonesia 

Kerangka regulasi perizinan usaha di Indonesia telah mengalami beberapa 

transformasi selama bertahun-tahun. Sebelum PP No. 5/2021, sistem ini sangat terpusat, 

mewajibkan usaha untuk memperoleh berbagai izin dari berbagai kementerian, 

pemerintah daerah, dan lembaga. Struktur ini sering dikritik karena inefisiensi, kurangnya 

transparansi, dan beban administratif yang berat bagi usaha. Para akademisi seperti 

(Gunawan & Putra, 2023; Kumaratih & Ispriyarso, 2020) mencatat bahwa kerangka kerja 

sebelumnya, yang mewajibkan berbagai izin untuk satu kegiatan usaha, menghambat 

kewirausahaan dan menyebabkan biaya transaksi yang tinggi. Menanggapi tantangan ini, 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 memperkenalkan reformasi signifikan, termasuk 

pembentukan sistem Online Single Submission (OSS) untuk merampingkan proses 

perizinan usaha. Namun, masalah tetap ada, terutama bagi UMKM, karena peraturan 

tersebut tetap rumit dan sulit diterapkan secara efektif. (Nurhayati, 2020) berpendapat 

bahwa meskipun sistem OSS menyediakan mekanisme daring untuk mengajukan 

permohonan, lingkungan regulasi masih perlu memasukkan pertimbangan berbasis risiko 

untuk kegiatan usaha. 

2.3. Pendekatan Berbasis Risiko terhadap Perizinan Usaha 

Konsep pendekatan berbasis risiko terhadap regulasi usaha telah populer secara 

global sebagai cara yang efisien untuk memastikan regulasi sebanding dengan risiko yang 

ditimbulkan oleh kegiatan usaha. Pendekatan ini menyesuaikan beban regulasi 

berdasarkan tingkat risiko yang terkait dengan usaha atau industri tertentu, di mana usaha 

berisiko rendah menghadapi persyaratan yang lebih longgar, sedangkan usaha berisiko 

tinggi harus mematuhi standar keselamatan, lingkungan, dan regulasi yang lebih ketat. 

Pendekatan ini bertujuan untuk menyeimbangkan kekhawatiran keamanan publik dengan 

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis. Diterapkan secara luas 

di sektor-sektor seperti keamanan pangan, perlindungan lingkungan, dan layanan 

keuangan, penelitian oleh (RAMADHAN & GUNANTO, 2020; Rongiyati, 2019) menyoroti 

efektivitas regulasi berbasis risiko dalam meningkatkan kepatuhan dan mengurangi biaya 

operasional. (Judijanto, 2024; Koeswahyono et al., 2022) lebih lanjut berargumen bahwa 
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sistem semacam ini meningkatkan transparansi, meningkatkan efisiensi regulasi, dan 

memberikan pedoman yang lebih jelas bagi bisnis, sehingga mendorong investasi dan 

inovasi. Di Indonesia, PP No. 5/2021 menerapkan pendekatan berbasis risiko ini dengan 

mengklasifikasikan kegiatan usaha ke dalam kategori risiko rendah, sedang, dan tinggi, 

yang menentukan tingkat pengawasan regulasi dan persyaratan izin. Dengan 

menyederhanakan proses perizinan bagi usaha berisiko rendah dan memfokuskan 

perhatian pada kegiatan berisiko tinggi, peraturan ini bertujuan untuk memudahkan 

operasional bisnis sambil tetap mempertahankan standar keselamatan dan regulasi yang 

diperlukan. 

2.4. Implikasi Hukum PP No. 5/2021 

Implikasi hukum PP No. 5/2021 sangat signifikan, menandai pergeseran besar 

dalam struktur regulasi bisnis di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan 

kerangka hukum yang mendukung UMKM dengan mengurangi hambatan birokrasi dan 

mendorong kewirausahaan, namun efektivitasnya bergantung pada implementasi yang 

tepat dan kejelasan hukum. (Rongiyati, 2019) berpendapat bahwa meskipun pendekatan 

berbasis risiko menawarkan potensi penyederhanaan regulasi, keberhasilannya 

bergantung pada seberapa baik klasifikasi risiko usaha dilakukan dan ditegakkan di 

tingkat lokal. Desentralisasi kewenangan dalam penerbitan izin usaha telah menimbulkan 

kekhawatiran, dengan beberapa akademisi, termasuk (Judijanto, 2024; Koeswahyono et al., 

2022), menyarankan bahwa hal ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam 

penerapan peraturan di berbagai wilayah. Perbedaan regional ini berpotensi merusak 

manfaat yang dimaksudkan dari regulasi tersebut. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum 

(2019) menyoroti risiko regulasi capture, di mana perusahaan dengan pengaruh politik atau 

ekonomi dapat memanfaatkan diskresi otoritas lokal untuk menghindari regulasi atau 

menerima perlakuan istimewa, yang pada akhirnya mengancam keadilan dan efektivitas 

sistem perizinan. 

2.5. UMKM dan Kepatuhan Hukum 

Kepatuhan hukum merupakan isu kritis bagi UMKM, terutama terkait izin usaha. 

(Kumaratih & Ispriyarso, 2020) menyoroti bahwa kepatuhan hukum menjadi tantangan 

besar bagi UMKM akibat kurangnya kesadaran akan persyaratan hukum, keterbatasan 

akses terhadap bantuan hukum, dan pemahaman yang kurang memadai terhadap 

kerangka regulasi. Banyak UMKM tidak menyadari izin-izin yang diperlukan untuk 

beroperasi, yang dapat mengakibatkan ketidakpatuhan, denda, atau bahkan penutupan 

usaha. Dalam studi mereka, (RAMADHAN & GUNANTO, 2020) menemukan bahwa 

usaha yang mematuhi persyaratan regulasi cenderung mengalami tingkat pertumbuhan 

dan stabilitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penyederhanaan proses perizinan melalui 

PP No. 5/2021 berpotensi meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap regulasi, 

memperbaiki status hukum mereka, dan mendorong pertumbuhan usaha. 

3. METODE PENELITIAN 

Studi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (PP No. 5/2021) tentang 

Perizinan Usaha Berbasis Risiko di Indonesia menggunakan pendekatan analisis hukum normatif. 

Metode ini berfokus pada penafsiran dan pemeriksaan norma, aturan, dan regulasi hukum untuk 

menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas serta penerapan praktisnya. 

Dengan mengkaji kerangka hukum peraturan tersebut dan implikasinya bagi UMKM, penelitian ini 

bertujuan untuk mengevaluasi apakah PP No. 5/2021 memenuhi tujuannya dalam 

menyederhanakan perizinan usaha dan mendorong pertumbuhan UMKM. 

Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif, dengan mengandalkan tinjauan dokumen, 

studi kasus, wawancara ahli, dan analisis data sekunder. Sumber data primer meliputi PP No. 5/2021 

itu sendiri dan peraturan terkait, sedangkan data sekunder mencakup literatur hukum, laporan 
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pemerintah, dan putusan pengadilan. Analisis disusun dalam tahap-tahap utama: interpretasi teks 

hukum, evaluasi normatif terhadap konsistensi peraturan dengan norma hukum yang lebih luas, 

analisis komparatif dengan yurisdiksi lain, serta penilaian dampak mengenai bagaimana peraturan 

tersebut memengaruhi pertumbuhan UMKM, kepatuhan, dan penyederhanaan perizinan. 

Metode pengumpulan data akan mencakup tinjauan menyeluruh terhadap dokumen 

hukum, studi kasus UMKM yang terdampak oleh sistem perizinan berbasis risiko, serta wawancara 

dengan pakar hukum, pemilik usaha, dan otoritas regulasi. Metode ini bertujuan untuk memberikan 

wawasan teoretis dan praktis mengenai efektivitas peraturan tersebut. Studi ini juga akan 

menggunakan analisis konten untuk mengidentifikasi ketentuan kunci dalam peraturan, analisis 

hukum komparatif untuk mengevaluasi sistem Indonesia terhadap praktik terbaik internasional, 

serta interpretasi kualitatif untuk menganalisis data wawancara guna mengidentifikasi pola tematik. 

Teknik analisis data akan memastikan pemahaman komprehensif mengenai dampak 

peraturan tersebut terhadap UMKM. Analisis konten akan membantu mengidentifikasi tema-tema 

utama dalam perizinan usaha bagi UMKM, sementara analisis komparatif akan menyoroti potensi 

perbaikan pada sistem Indonesia. Temuan studi ini akan memberikan rekomendasi hukum yang 

bertujuan untuk meningkatkan implementasi PP No. 5/2021 guna mendukung UMKM dengan lebih 

baik dan mengatasi tantangan dalam kerangka regulasi. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Analisis PP No. 5/2021: Kerangka Hukum dan Ketentuan 

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 merupakan komponen kunci dari upaya 

reformasi regulasi Indonesia yang lebih luas untuk menyederhanakan dan merampingkan 

perizinan usaha. Peraturan ini memperkenalkan pendekatan berbasis risiko untuk 

mengklasifikasikan usaha berdasarkan risiko yang ditimbulkannya terhadap kesehatan 

masyarakat, keselamatan, lingkungan, dan perekonomian. Tujuan utamanya adalah 

menyediakan proses yang lebih efisien, transparan, dan cepat untuk memperoleh izin 

usaha, memfasilitasi pertumbuhan bisnis sekaligus memastikan perlindungan yang 

diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat. Pergeseran ini menandai perubahan signifikan 

dalam lanskap regulasi Indonesia, mendorong perkembangan ekonomi tanpa 

mengorbankan kepentingan publik. 

Peraturan tersebut mengklasifikasikan usaha ke dalam tiga kategori: risiko rendah, 

sedang, dan tinggi, yang masing-masing menentukan jenis izin yang diperlukan dan 

tingkat pengawasan regulasi. Usaha berisiko rendah mendapat manfaat dari prosedur 

perizinan yang disederhanakan, memungkinkan persetujuan yang lebih cepat dan 

keterlibatan birokrasi yang lebih sedikit, sementara usaha berisiko tinggi tunduk pada 

persyaratan dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan keamanan dan 

perlindungan lingkungan yang lebih baik (Asna & Sadiyah, 2025). Klasifikasi berbasis 

risiko ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

melindungi kesehatan masyarakat serta lingkungan (Praise et al., 2022). 

Aspek utama dari Peraturan Pemerintah No. 5/2021 adalah penerapan sistem 

Online Single Submission (OSS), yang dirancang untuk memusatkan dan 

menyederhanakan proses pengajuan izin usaha. Sistem OSS memungkinkan usaha untuk 

mengajukan permohonan secara elektronik, meningkatkan efisiensi dengan mengurangi 

penundaan birokrasi dan memastikan waktu pemrosesan yang lebih cepat (Asna & 

Sadiyah, 2025). Selain itu, sistem ini memungkinkan pelaku usaha untuk memantau 

perkembangan permohonan mereka dan mengakses informasi terkait persyaratan 

perizinan, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses 

tersebut (Safitri et al., 2023). Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam 

menerapkan dan menegakkan peraturan ini di tingkat regional, memastikan bahwa proses 

perizinan mencerminkan kondisi lokal. 
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Terlepas dari kelebihannya, sistem OSS menghadapi tantangan seperti tumpang 

tindihnya peraturan dan sumber daya manusia yang tidak memadai, yang menghambat 

efektivitasnya (Amar et al., 2024). Untuk mengatasi masalah ini, rekomendasi yang 

diberikan antara lain meningkatkan kesiapan sistem OSS dan meningkatkan kualitas 

pelayanan publik guna memastikan keberhasilan implementasi peraturan tersebut (Praise 

et al., 2022). Upaya-upaya ini sangat penting untuk mengatasi hambatan yang masih ada 

dalam menyederhanakan proses perizinan dan memastikan bahwa pelaku usaha, 

khususnya UMKM, dapat menavigasi lingkungan regulasi dengan lebih efektif. 

4.2. Dampak PP No. 5/2021 terhadap UMKM 

Tujuan utama PP No. 5/2021 adalah merampingkan proses perizinan usaha bagi 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, sehingga mendorong 

pertumbuhan dengan mengurangi beban administratif. Peraturan ini menyederhanakan 

perizinan bagi usaha berisiko rendah dan menengah, yang secara signifikan mengurangi 

biaya dan waktu persetujuan. Sistem Online Single Submission (OSS) memegang peranan 

penting, memungkinkan penyelesaian persyaratan perizinan secara daring, yang 

meningkatkan transparansi dan efisiensi. Namun, tantangan seperti ketidakkonsistenan 

antarwilayah dan kesenjangan digital di daerah pedesaan dapat menghambat 

efektivitasnya (Asna & Sadiyah, 2025; Winata et al., 2023). 

Salah satu manfaat utama PP No. 5/2021 adalah penyederhanaan perizinan usaha 

bagi usaha berisiko rendah dan menengah. UMKM, yang sering menghadapi kendala 

keuangan dan operasional, akan diuntungkan dari berkurangnya biaya administrasi dan 

waktu persetujuan yang lebih cepat. Sistem OSS memusatkan proses perizinan, 

memungkinkan UMKM menyelesaikan semua persyaratan secara daring, sehingga 

menghilangkan kebutuhan untuk mengunjungi berbagai kantor pemerintah. Digitalisasi 

ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi, serta mengatasi tantangan 

seperti hambatan birokrasi yang sering dihadapi UMKM. 

Namun, implementasi PP No. 5/2021 menghadirkan tantangan, terutama 

desentralisasi kewenangan perizinan. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk 

menegakkan peraturan tersebut, tetapi ketidakkonsistenan dalam penerapannya di 

berbagai wilayah dapat menimbulkan kesenjangan, yang menyebabkan kebingungan dan 

perlakuan tidak adil terhadap usaha (Sari et al., 2025). Selain itu, mengklasifikasikan usaha 

ke dalam kategori risiko secara akurat sangatlah penting, karena klasifikasi yang tidak tepat 

dapat membebani usaha berisiko rendah atau gagal memberikan pengawasan yang 

memadai bagi usaha berisiko tinggi. Efektivitas sistem berbasis risiko sangat bergantung 

pada keakuratan klasifikasi ini. Selain itu, kesenjangan digital, terutama di daerah 

pedesaan, menjadi hambatan bagi sebagian UMKM, sehingga membatasi akses mereka ke 

sistem OSS dan merusak efektivitas peraturan di wilayah-wilayah tersebut. 

4.3. Implikasi Hukum dan Rekomendasi Kebijakan 

PP No. 5/2021 memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi pelaku usaha dan 

otoritas pengatur, terutama dengan pergeseran ke arah regulasi berbasis risiko, yang 

mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan penilaian mandiri dan memastikan mereka 

memenuhi standar yang diperlukan untuk kategori risiko mereka. Pergeseran ini 

meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha untuk mematuhi peraturan dan mengelola 

risiko mereka sendiri. Selain itu, desentralisasi kewenangan ke pemerintah daerah 

memiliki implikasi hukum, karena hal ini dapat menghasilkan administrasi yang lebih 

efisien, namun juga penegakan dan implementasi peraturan yang tidak merata. Khan dan 

Farooq (2020) berpendapat bahwa desentralisasi memerlukan panduan dan pengawasan 

yang jelas untuk memastikan otoritas lokal mematuhi standar nasional. Tanpa koordinasi 

dan pelatihan yang memadai bagi pejabat lokal, peraturan tersebut dapat menimbulkan 

ketidakkonsistenan hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, rekomendasi kebijakan 

meliputi penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan 
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implementasi yang konsisten, peningkatan pelatihan bagi pejabat lokal mengenai 

klasifikasi risiko usaha dan penerapan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, 

peningkatan literasi digital dan dukungan infrastruktur bagi UMKM, terutama di daerah 

pedesaan, serta pembentukan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk menilai 

dampak peraturan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. 

5. KESIMPULAN 

Penerapan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 merupakan perkembangan signifikan 

dalam kerangka regulasi perizinan usaha di Indonesia, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM). Dengan memperkenalkan sistem klasifikasi berbasis risiko, peraturan ini 

bertujuan untuk merampingkan proses perizinan, mengurangi beban administratif bagi UMKM, 

dan meningkatkan kepastian hukum, sehingga menawarkan potensi besar untuk penyederhanaan, 

efisiensi, dan peningkatan akses terhadap izin. Namun, efektivitas peraturan ini bergantung pada 

beberapa faktor, seperti akurasi klasifikasi risiko, konsistensi dalam penegakan hukum yang 

desentralisasi, dan akses digital bagi usaha di daerah terpencil. Meskipun sistem OSS memusatkan 

dan mendigitalkan proses perizinan, ketidaksetaraan akses terhadap teknologi dan infrastruktur di 

daerah pedesaan atau yang kurang terlayani dapat menghambat keberhasilannya. Untuk 

memaksimalkan manfaat PP No. 5/2021, studi ini merekomendasikan peningkatan koordinasi 

antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan pelatihan bagi pejabat daerah, serta penanganan 

kesenjangan digital guna memastikan semua UMKM dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam proses 

perizinan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan sangat penting untuk mengidentifikasi 

dan mengatasi tantangan dalam implementasi peraturan ini. Secara keseluruhan, PP No. 5/2021 

menandai langkah positif menuju perbaikan iklim usaha Indonesia bagi UMKM, namun 

pelaksanaan yang sukses memerlukan perhatian yang cermat untuk memastikan peraturan tersebut 

mencapai tujuannya secara efektif. 
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